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investasi, Pemerintah RI wajib mengetahuinya. Pemerintah 
RI akan memberi arahan tentang hal-hal tertentu yang 
berkaitan dengan pengembangan perusahaan, yai tu memberi 
masukan ke arah mana hasil produksi perusahaan akan 
dipasarkan, di mana sebaiknya lahan yang memadai untuk 
mendirikan anak perusahaan serta bagaimana sebaiknya 
melakukan investasi yang tepat. Hanya saj a proses 
pengambilan keputusan untuk menetapkan kebij aksanaan 
tersebut relatif lebih pendek apabila dibandingkan dengan 
proses pengambilan keputusan oleh BUMN yang belum go 
public. Proses pengambilan keputusan, apabila perusahaan 
membutuhkan investasi/dana, adalah sedemikian pendek. 
Perusahaan diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian 
dengan pihak lain dan cukup memberitahukan adanya 
perjanjian tersebut kepada Pemerintah RI melalui menteri 
keuangan. 
E. KESIMPULAN DAN SARAN 
kesimpulan : 
1. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan BUMN (PERSERO) 
setelah go public diawali dengan laporan keuangan 
tahunan perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS. 
Laporan keuangan perusahaan harus terlebih dahulu 
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diaudit oleh Akuntan Publik untuk memenuhi ketentuan 
dari Badan Pengawas Pasar Modal. Dari laporan hasil 
audi t atas laporan keuangan tahunan perusahaan dapat 
ditentukan besarnya laba perusahaan dalam bentuk 
deviden setelah dikurangi dengan berbagai macam pajak 
yang menjadi beban perusahaan. Deviden dapat langsung 
dibagikan kepada para pemegang saham, baik pemegang 
saham publik maupun pemegang saham yang mewakili 
Pemerintah RI, sesuai dengan besarnya penyertaan 
modal perusahaan oleh masing-masing pemegang saham. 
Deviden yang menjadi bagian Pemerintah RI akan 
langsung disetorkan ke APBN sebagai penerimaan 
keuangan negara. Penerimaan keuangan negara dari BUMN 
tidak harus dipergunakan untuk pembiayaan di sektor 
tertentu saja. 
2. 	 Sampai dengan saat ini masih ada keterlibatan 
Pemerintah RI dalam kinerja BUMN (PERSERO) yang telah 
menerapkan kebijaksanaan go publi c . Hanya saj a 
keterlibatan Pemerintah RI ini tidak seperti 
keterlibatan pemerintah dalam kinerja BUMN (PERSERO) 
yang belum menerapkan kebijaksanaan go public. Sejauh 
mana keterlibatan Pemerintah RI tampak pada 
pencalonan anggota direksi perusahaan oleh menteri 
keuangan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk 
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mempertahankan keberadaan BUMN sebagai perusahaan 
milik negara demi kepentingan publik. 
Saran : 
1. 	Mekanisme pertanggungjawaban keuangan BUMN (PERSERO) 
setelah menerapkan kebij aksanaan go public hendaknya 
seperti halnya perusahaan swasta yang telah go 
public. Untuk mernberikan kepastian hukurn tentang 
mekanisme pertanggungjawaban keuangan BUMN (PERSERO) 
yang telah go public perlu adanya suatu peraturan 
perundang-undangan tentang hal tersebut. Ini semua 
dalarn rangka untuk menghindari adanya penyimpangan 
dari pihak aparatur pemerintah yang pada akhirnya 
akan merugikan perusahaan (BUMN) tersebut. 
2. 	Keterlibatan Pernerintah RI da1am kinerja BUMN 
(PERSERO) yang telah go public perlu dikurangi karena 
BUMN (PERSERO) yang telah go public harus mencari 
laba yang sebesar-besarnya untuk pengernbangan usaha 
perusahaan. Oleh karena itu keterlibatan pemegang 
saham publik sebagai pemegang saharn minori tas perlu 
diperhatikan. 
